BAB III

DESKRIPSI KASUS PEMBATALAN PERKAWINAN DI
PENGADILAN AGAMA GRESIK NOMOR 0413/Pdt.G/2011/PA.Gs

TANPA MELALUI PROSEDUR MEDIASI

A. Profil Pengadilan Agama Gresik

1. Letak Geografis

Pengadilan Agama Gresik berkedudukan di Kabupaten Gresik dengan
alamat di Jalan Dr. Wahidinsudirohusodo Nomor 45 Telepon (031) 3991193 dan
Faximile (031) 3981685 Kabupaten Gresik Kode Pos 61121 Jawa Timur
Indonesia, dengan alamat email: pagresik@pagresik.net dan alamat website:
www.pagresik.net. '

Kabupeten Gresik terletak disebelah barat laut dari ibu kota Propinsi
Jawa Timur (Surabaya) dengan luas 1.191,25 km?. Secara geografis wilayah
Kabupeten Gresik terletak pada 1120 40° - 112 0 41° Bujur Timurdan 70 10’
-70 12’ Lintang Selatan

Wilayah Kabupaten Gresik merupakan dataran rendah dengan ketinggian
2-12 meter diatas permukaan air laut, kecuali Kecamatan Panceng yang

mempunyai ketinggian 25 meter diatas permukaan air laut.

! Pengadilan Agama Gresik, Laporan Pelaksanaan Tugas 2010, mimeo, 2010, 2
58



59

Menurut data dari Kantor Statistik letak Geografis Gresik seperti
daerah-daerah lain Kabupaten Gresik juga berdekatan dengan Kabupaten-
Kabupaten yang tergabung dalam Gerbangkertasusila yaitu Gresik, Bangkalan.
Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, dan Lamongan. Adapun batas-batas Wilayah
Kabupaten Gresik, sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa, Sebelah timur
berbatasan dengan Selat Madura, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten
Sidoarjo, Kabupaten Mojokerto dan Kota Surabaya, sedangkan sebelah selatan
berbatasan dengan Kabupaten Lamongan.?

Penduduk Gresik sampai akhir tahun 2010 berjumlah 1.177.201 jiwa
yang terdiri dari 582.746 jiwa Penduduk laki-laki dan 594.455 jiwa penduduk
perempuan. >

Pengadilan Agama Gresik termasuk dalam kategori kelas 1 B,

berdasarkan data tahun 2011 volume perkaranya yang masuk sekitar 2026

perkara. Sedangkan yang diputus sejumlah 2006 perkara, dengan rincian:

- Sisa perkara tahun 2010 : 429 perkara

- Penerimaan perkara tahun 2011 : 2026 perkara

- Perkara yang diputus tahun 2011 : 2006 perkara

- Sisa perkara tahun 2011 : 449 perkara
? Ibid, 3

3 Sumber data Gresik dalam angka BPS Gresik
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2. Wewenang Pengadilan Agama Gresik

a. Wewenang Absolut

Peradilan agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan
kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai
perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-undang Nomor 50
Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Kekuasaan kehakiman
dilingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan
Pengadilan Tinggi Agama yang berpuncak pada Mahkamah Agung RI.

Setiap Pengadilan Agama memiliki kekuatan absolut, yaitu suatu
kekuasaan yang berkenaan dengan jenis perkara yang ditanganinya dan
juga jenjang pengadilan, sehingga Pengadilan Agama Gresik berhak
untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara meliputi
perkawinan, waris, wasiat, hibah, waqaf dan sadaqah.*

Pengadilan Agama Gresik sebagai salah satu pelaksana kekuasaan
kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan
hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, dengan tugas pokok

menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap

2007), 24

* Roihan A.Rosjid, Hukum Acara Peradilan Agama, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,
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perkara yang diajukan kepadanya dan tugas lain yang diberikan
berdasarkan undang-undang,

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-undang Nomor
50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama tersebut diatas, tidak hanya berisi
tentang Penyatuatapan Badan Peradilan Agama dibawah Mahkamah
Agung saja, akan tetapi juga berisi tentang penambahan kewenangan
Peradilan Agama diantaranya adalah tentang Ekonomi Syariah isbat

kesaksian rukyat al-hilal’

. Wewenang Relatif

Wilayah kekuasaan relatif Pengadilan Agama Gresik meliputi 16
kecamatan dengan luas 1.191,25 km2, dan jarak tempuh antara desa
dengan kantor Pengadilan Agama Gresik antara 1,5 km sampai dengan 45
km, dengan ongkos pemanggilan kategori radius I (Rp. 50.000,-), radius II
(Rp. 75.000,-), dan radius sulit ditentukan Ketua Pengadilan Agama
sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Gresik Nomor :
W13-A-17/1064/HK.00.8/SK/IX/2010 tanggal 09 April 2010. Adapun
wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Gresik terbagi menjadi dari 16

kecamatan yaitu:6

65

5 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, (Y ogyakarta: Liberty, 1999),

¢ Sumber Dinas PU Sub Din Bina Marga data Gresik dalam angka BPS Gresik
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1) Radius I terdiri dari dua kecamatan, yaitu:
a) Kecamatan Gresik, terdiri dari 22 desa
b) Kecamatan Kebomas, terdiri dari 20 desa

2) Radius II terdiri dari empat belas kecamatan, yaitu:
a) Kecamatan Manyar, terdiri dari 23 desa
b) Kecamatan Cerme, terdiri dari 23 desa
c) Kecamatan Benjeng, terdiri dari 23 desa
d) Kecamatan Balongpanggang, terdiri dari 25 desa
¢) Kecamatan Duduk Sampean, terdiri dari 23 desa
f) Kecamatan Driyorejo, terdiri dari 16 desa
g) Kecamatan Wringinanom, terdiri dari 16 desa
h) Kecamatan Kedamean, terdiri dari 15 desa
i) Kecamatan Menganti, terdiri dari 22 desa
j) Kecamatan Sedayu, terdiri dari 21 desa
k) Kecamatan Ujungpangkah, terdiri dari 13 desa
1) Kecamatan Panceng, terdiri dari 15 desa
m) Kecamatan Bungah, terdiri dari 21 desa
n) Kecamatan Dukun, terdiri dari 26 desa.

3. Struktur organisasi

Struktur organisasi pada Pengadilan Agama Gresik adalah terbentuk

garis lurus. Dengan demikian kekuasaan dan tanggung jawab berada pada
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setiap pimpinan dari yang teratas sampai yang di bawah. Struktur organisasi
Pengadilan Agama Gresik dibuat untuk memudahkan tugas-tugas pokok
maupun bantuan. Tugas pokok dalam hal ini melaksanakan kegiatan-kegiatan
mengenai tujuan utama dari satuan kerja, administratif dan berkaitan dengan
bidang fasilitas (sarana). Bagan struktur Pengadilan Agama Gresik
sebagaimana terlampir.
B. Putusan PA Gresik Nomor 0413/Pdt.G/2011/PA.Gs
Kasus pembatalan perkawinan yang dalam hal ini akan penulis analisis
adalah kasus yang terdaftar di Pengadilan Agama Gresik dengan nomor register
0413/Pdt.G/2011/PA.Gs.
Perkara Pembatalan Perkawinan ini diperiksa dan diadili oleh Majelis
Hakim yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Gresik. Majelis hakim
ini terdiri dari Drs. H. Nanang Faiz selaku Ketua Majelis, H. Roihan, S.H. dan H.
Suhartono, S.Ag., S.H., M.H sebagai Hakim Anggota serta dibantu olah Dra.
Muzayyanah sebagai Panitera Pengganti. Perkara ini masuk dan didaftarkan ke
kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik pada tanggal 14 Maret 2011 dan diakhiri
dengan pembacaan putusan pada hari Rabu tanggal 19 April 2011.”
1. Deskripsi Kasus
Pada tanggal 14 Maret 2011, seorang laki-laki bernama Mick Stewart

bin Susetyo Edy Suwarsono, yang dalam hal ini bertindak sebagai Penggugat

7 Salinan Putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor 0413/Pdt.G/2011/PA.Gs



mengajukan gugatan pembatalan perkawinan ke Pengadilan Agama Gresik.
Surat Gugatan tersebut didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Gresik dengan Nomor Registrasi 0413/Pdt.G/2011/PA.Gs. tertanggal 14
Maret 2011.

Hal yang melatarbelakangi pengajuan gugatan tersebut, seperti yang
dinyatakan dalam gugatan Penggugat ialah bahwa perkawinan yang telah
dilangsungkan oleh Penggugat dan Tergugat I yang dicatat oleh Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Pangkah
Kabupaten Gresik sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor 009/09/1/2011
tanggal 13 Januari 2011, dan telah berjalan selama kurang lebih 2 bulan,
diakui oleh Penggugat tidak sah. Hal ini disebabkan oleh karena perkawinan
tersebut telah melanggar ketentuan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1
Tahun 1974. Dalam perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dan
Tergugat I ini, telah menggunakan identitas yang salah dan dilaksanakan
tanpa adanya ijin poligami dari Pengadilan Agama.?

Yang menjadi titik permasalahan dalam kasus ini, adalah bahwa
ternyata Penggugat telah mempunyai istri yang sah sedangkan dalam surat
nikah Penggugat berstatus jejaka. Hal ini disebabkan karena Penggugat
memberikan identitas yang salah kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA

Kecamatan Ujung Pangkah, yaitu menggunakan KTP-nya yang masih

¥ Ibid,.
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mencantumkan status belum menikah. Dan juga perkawinan yang dilakukan
oleh penggugat ini merupakan perkawinan poligami yang ilegal, karena tidak
mendapatkan ijin poligami dari Pengadilan Agama. Oleh karena hal tersebut
perkawinan antara Penggugat dan Tergugat I tersebut cacat hukum dan tidak
sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.
Berdasarkan alasan-alasan tersebut Penggugat memohon kepada
Ketua Pengadilan Agama Gresik yang dalam hal ini kepada Majelis Hakim
yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut berkenan untuk memanggil,
memeriksa dan mengadili, serta menjatuhkan hukuman sebagai berikut:
PRIMAIR:
- Mengabulkan gugatan Penggugat
- Membatalkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat I yang terdaftar
dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 009/09/1/2011 tanggal 3 Januari 2011;
- Memerintahkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung
Pangkah Kebupaten Gresik untuk mencoret perkawinan Penggugat
dengan Tergugat 1.
- Membebankan biaya perkara menurut hukum.
SUBSIDAIR:

Atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.’

. Proses Pemeriksaan Perkara

® Ibid,.
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Sebelum proses pemeriksaan terhadap perkara pembatalan
perkawinan ini dilaksanakan, terlebih dahulu perkara tersebut harus
didaftarkan ke kepaniteraan Pengadilan Agama. Tahap pegajuan gugatan
serta pendaftaran ini dilakukan oleh Penggugat pada tanggal 14 Maret 2011
dengan Nomor register 0413/Pdt.G/2011/PA.Gs. Pengajuan gugatan yang
dilakukan Penggugat di Pengadilan Agama Gresik ialah sebagai berikut:

a. Kartu tanda Penduduk Penggugat

b. Akta nikah Penggugat

C. Surat gugatan yang ditulis oleh Penggugat jika mampu untuk
membuatnya. Jika Penggugat tidak mampu untuk membuat surat gugatan
sendiri, maka akan dibuatkan oleh Pengadilan Agama dengan arahan dari
Penggugat. Hal ini karena dalam surat gugatan itu harus benar, jelas dan
terarah. Dalam penulisan surat gugatan ini, ada tiga hal yang harus
diperhatikan, yaitu:
1) Identitas para pihak

Identitas para phak ini berisi tentang identitas dari Penggugat dan

Tergugat, yang mencakup nama_Penggugat dan Tergugat, umur,

agama, pekerjaan, alamat dan lain-lain yang dianggap perlu.

2) Posita
Berisi peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi antara Penggugat dan

Tergugat I, yaitu mencakup sejak awal perkawinan yang dilakukan



67

antara Penggugat dan Tergugat I, serta alasan-alasan yang

menjadikan perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat

I cacat hukum sehingga ingin dibatalkan oleh Penggugat.

3) Petitum

Yaitu tuntutan yang berisi tentang tuntutan atau permohonan
Penggugat agar Pengadilan mengabulkan gugatannya untuk
membatalkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat. Gugatan
ini pada prinsipnya dibagi menjadi dua macam, yaitu gugatan primer
yang merupakan gugatan pokok Penggugat dan gugatan subsidair
yang merupakan gugatan pengganti jika gugatan pokok ditolak oleh
hakim.

Setelah surat gugatan telah masuk ke kepaniteraan dan telah
memenuhi syarat dan Penggugat telah membayar panjar biaya perkara, maka
perkara tersebut didaftarkan ke buku register perkara dan diserahkan kepada
Ketua Pengadilan Agama. Selanjutnya Ketua Pengadilan Agama menunjuk
Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadilli proses persidangan perkara
pembatalan perkawinan tersebut. Majelis hakim ini terdiri atas tiga hakim,
satu orang Ketua Majelis dan 2 orang anggota, serta didampingi oleh seorang
Panitera Pengganti. Selanjutnya Majelis Hakim tersebut menetapkan

pelaksanaan hari sidang.
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Adapun susunan Majelis Hakim yang telah di tunjuk oleh Ketua

Pengadilan Agama Gresik ialah sebagai berikut:

Ketua Majelis : Drs. H. Nanang Faiz
Hakim Anggota : HRoihan S.H
Hakim Anggota : H. Suhartono, S.Ag., S.H., M.H.

Panitera Pengganti : Dra. Muzayyanah

Dalam proses persidangan pertama sesuai yang telah dijadwalkan,
semua pihak datang secara pribadi untuk menghadap ke Pengadilan Agama
gresik. Dalam Perma Nomor 1 tahun 2008 menyebutkan bahwasanya semua
perkara harus menempuh prosedur mediasi terlebih dahulu. Namun dalam
perkara ini Majelis Hakim yang memeriksa memutuskan bahwa para pihak
tidak perlu menempuh jalur mediasi. Hal ini disebabkan karena perkara a quo
tersebut termasuk perkara yang berkenaan dengan perbuatan melanggar
hukum yang tidak dapat di selesaikan melalui proses perdamaian. '

Tahapan selanjutnya ialah pembacaan gugatan Penggugat. Pada
tahapan pembacaan gugatan ini, Majelis Hakim hanya membacakan surat
gugatan yang isinya masih tetap dipertahankan oleh Penggugat. Selanjutnya
tergugat | memberikan jawaban secara lisan terhadap gugatan tersebut yang
pada intinya membenarkan seluruh dalil-dalil gugatan penggugat. Begitupula

dengan Tergugat II yang juga memberikan jawaban secara lisan yang pada

10 1bid,.
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pokoknya juga membenarkan seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat. Dari
jawaban Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat tidak mengajukan
replik.

Tahapan selanjutnya ialah pembuktian. Pembuktian merupakan suatu
cara untuk meyakinkan hakim terhadap kebenaran dalil-dalil yang
dikemukakan. Dalam perkara ini, untuk memperkuat dalil gugatannya
Penggugat mengajukan bukti-bukti surat berupa:

a. Foto kopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama
Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik Nomor 009/09/1/2011
Tanggal 13 Januari 2011, yang bermaterai cukukp dan cocok dengan
aslinya.

b. Foto kopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama
Kecamatan Dukun, Kebupaten Gresik Nomor: 261/66/V/2006
Tanggal 26 Mei 2006, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya.

c. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama MICK STEWART
(Penggugat) yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Mulyorejo,
Kota Surabaya Nomor: 3578262205830001, tanggal 18 Nopember
2010, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya'’

Selain bukti tertulis tersebut, Penggugat dan Tergugat I juga

mengajukan saksi yaitu:

" Ibid,.
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a. Saksi I : Lilik Maghfiro binti Zaini Sun’an umur 24 tahun, pekerjaan
dagang, tempat kediaman di Desa Dukun Anyar Kecamatan Dukun,
Kabupaten Gresik. Dalam kesaksiannya menyebutkan, Saksi I ini
merupakan istri sah Penggugat yang sudah dikaruniai seorang anak
dan sampai saat ini masih belum pernah bercerai dengan Penggugat.
Saksi I juga telah mengetahui bahwa Penggugat telah menikah lagi
dengan tergugat. Saksi I telah memberi ijin kepada Penggugat atas
pernikahnnya yang kedua tersebut. Saksi I ini mengetahui bahwa
perkawinan Penggugat yag kedua merupakan perkawinan liar karena
tidak mendapatkan ijin poligami dari Pengadilan Agama. Hanya saja
saksi I ini tidak mengetahui kalau saat itu Penggugat menggunakan
KTP yang berstatus belum menikah sehingga dianggap perkawinan
yang pertama oleh pihak KUA.

b. Saksi II : M Sujono bin Said, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan
swasta, kediaman desa Dukun Anyar, Kecamatan Dukun, Kabupaten
Gresik. Dalam kesaksiannya menyebutkan bahwa Saksi II ini
merupakan tetangga Penggugat. Saksi II ini mengetahui bahwa
sebelum menikah dengan Terguggat, Penggugat telah menikah secara
sah dengan perempuan lain dan sampai sekarang belum pernah cerai.
Saksi II ini mengetahui bahwa perkawinan kedua Penggugat atas

sepengetahuan istri petamanya, hanya saja perkawinan itu belum
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mendapatkan ijin poligami dari pengadilan. Dan saksi II ini juga

mengetahui bahwa Penggugat ingin memperbaiki kesalahnnya karena

perkawinannya yang kedua melanggar undang-undang yaitu
menggunakan identitas yang salah.

Setelah dilakukan pembuktian, dan dari pihak Penggugat maupun
Tergugat tidak adanya yang keberatan, maka tahap selanjutnya ialah
kesimpulan. Baik pihak Penggugat dan Tergugat I telah mengajukan
kesimpulannya masing-masing sebagaimana yang terurai dalam berita
acara.'?

. Putusan dan Dasar Pertimbangan Hakim
a. Pembacaan Putusan

Dari semua proses pemeriksaan yang telah dilalui tersebut, terdapat
beberapa fakta hukum yang ditemukan yaitu:

1) Penggugat dengan perempuan bernama Lilik Maghfiroh binti Zaini
Sun’an adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai 1 anak dan
sampai saat ini masih terikat dalam perkawinan / belum pernah cerai.

2) Pada tanggal 13 januari Penggugat melangsungkan perkawinan yang
kedua dengan Tergugat I di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung

Pangkah, Kabupaten Gresik dengan Kutipan Akta Nikah Nomor

12 Tbid,.
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009/09/1/2011 tertanggal 13 Januari 2011 tanpa mendapatkan ijin

poligami dai Pengadilan Agama.

3) Penggugat telah mengakui kesalahannya menggunakan identitas yang
salah, yaitu menggunakan KTP-nya yang masih mencantumkan status
belum menikah, meskipun KTP tersebut masih berlaku namun
Penggugat dengan sengaja menggugnakannya dengan tidak merubah
statusnya.

4) Penggugat telah menyadari perbuatan melanggar Undang-Undang dan
ingin memperbaiki kesalahannya dengan cara mengajukan pembatalan
nikah terhadap perkawinannya yang kedua.'

Dari beberapa fakta tersebut, maka Majelis Hakim membacakan
putusan dalm sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19
April 2011 bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awal 1432 H, yang
amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Membatalkan perkawinan Penggugat (Mick Stewart bin Susetyo Edy
Suwarno) dengan Tergugat I (Muqodatul Asiyah binti Muhtar) yang
dilaksanakan pada tanggal 13 Januari 2011 di Kantor Urusan Agama
Ujung Pangkah, Kabupaten Gresik, sebagaimana Kutipan Akta Nikah

Nomor: 009/09/1/2001 tanggal 13 Januari 2011;

B Ibid,.
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3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan
Ujung Pangkah, Kabupaten Gresik, untuk mencoret pernikhana
Penggugat dengan Tergugta I dari buku register pernikhan tersebut;

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini

sebesar Rp. 304.400,- (tiga ratus empat ribu rupiah)**

b. Pertimbangan Hakim

Dalam setiap sesuatu yang berkaitan dengan proses pemeriksaan dan
persidangan, hakim selalu mempertimbangkannya dalam setiap hal. Setiap
argumen-argumen, saksi dan bukti-bukti yang ada, dapat dijadikan oelh
hakim sebagi dasar pertimbangan dalam memutuskan suatu perkara, yang
tentunya disesuaikan dengan perundaang-undangan yang berlaku. Dalam
putusan pembatalan perkawinan ini, yang menjadi pertimbangan hakim
dalam memutuskan perkara tersebut ialah:

1) Penggugat dan Tergugat I adalah suami istri yang sah, yang menikah
pada tanggal 13 Januari 2011 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Pangkah, Kabupaten
Gresik dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 009/09/1/2011 tanggal 13
Januari 2011.

2) Perkawinan yang dilangsungkan antara Penggugat dan Tergugat I

tersebut telah cacat hukum karena melanggar ketentuan perundang-

" Ibid,.
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4)

5)

74

undangan yang berlaku. Perkawinan ini telah bertentangén dan
melanggar ketentuan pasal 4 ayat (1) dan pasal pasal 9 Undang-
Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 56 ayat (1) dan Pasal 71 huruf
(a) Kompilasi Hukum Islam.

Penggugat masih terikat perkawinan dengan Lilik Lilik Maghfiroh
binti Zaini Sun’an.

Perkawinan yang dilangsungkan antara Penggugat dan Tergugat I
tersebut dilakukan tanpa adanya ijin poligami dari Pengadilan
Agama, serta dalam perkawinan tersebut Penggugat telah
menggunakan identitas yang salah, yaitu menggunakan KTP-nya
yang masih berstatus belum menikah dan Penggugat dengan sengaja
tidak merubahnya.

Perkawinan yang dilangsungkan antara Penggugat dan Tergugat I
adalah poligami yang tidak memenuhi syarat dan prosedur hukum
yang berlaku, yang diawali dengan pemberian identitas yang salah
oleh Penggugat dalam pengurusan administrasi perkawinannya di
Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Pangkah, Kabupaten
Gresik. Maka sesuai dengan ketentuan pasal 27 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 1 tahun 1974, perkawinan Penggugat dan Tergugat I

dapat diajukan pembatalan Perkawinan oleh pihak yang
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berkepentingan sebagaimana ketentuan Pasal 23 Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan terhadap perkara a qou
diatas, maka Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini
berkesimpulan bahwa alasan permohonan Pembatalan Nikah yang diajukan
oleh Penggugat tersebut telah dapat dibuktikan oleh Penggugat di dalam
persidangan, dengan demikian permohonan Penggugat untuk membatalkan
perkawinannya dengan Tergugat yang dilaksanakan di KUA Kecamatan
Ujung Pangkah, Kabupaten Gresik pada tanggal 13 Januari 2011 dapat
dikabulkan, karena perkawinan tersebut cacat hukum sehingga beralasan

untuk dibatalkan.'

15 1bid.



